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ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap
sistem kerja dan layanan transportasi masyarakat, salah satunya melalui hadirnya
aplikasi Gojek. Kemudahan yang ditawarkan oleh platform digital ini tidak lepas
dari berbagai persoalan hukum yang muncul, salah satunya adalah praktik pesanan
fiktif (fake order) yang sering merugikan para pengemudi. Permasalahan ini
menjadi penting untuk dikaji, terutama dalam konteks perlindungan hukum
terhadap pengemudi Gojek di Kabupaten Bantul tempat dimana pernah terjadinya
order fiktif masal, yang kerap menjadi korban kerugian akibat tindakan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan
hukum bagi pengemudi Gojek terhadap praktik pesanan fiktif serta kendala dan
faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan
perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui wawancara
dengan para pengemudi Gojek di Kabupaten Bantul dan studi literatur terhadap
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM). Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan
menggunakan teori perlindungan hukum (Philipus M. Hadjon) dan teori
kemitraan sebagai landasan analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi
pengemudi Gojek yang mengalami pesanan fiktif belum sepenuhnya berjalan
sesuai prinsip kemitraan. Meskipun secara normatif pengemudi dikategorikan
sebagai pelaku usaha mikro yang berhak atas perlindungan dan pemberdayaan,
dalam praktiknya mekanisme perlindungan yang diberikan perusahaan masih
bersifat administratif melalui fitur seperti Lapor Ofik dan GoShield. Perlindungan
tersebut hanya ganti berupa ganti rugi materil belum sepenuhnya mampu
memberikan kepastian hukum dan kompensasi terkait waktu, energi, dll. Kendala
utama yang dihadapi mencakup ketimpangan posisi kemitraan, lemahnya sistem
verifikasi konsumen, rendahnya literasi hukum pengemudi, serta belum adanya
regulasi khusus yang mengatur perlindungan bagi pelaku usaha digital seperti
pengemudi ojek online. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap
pengemudi Gojek dalam kasus pesanan fiktif masih bersifat normatif dan belum
substantif. Diperlukan peran aktif pemerintah dalam merumuskan kebijakan
perlindungan bagi pelaku usaha digital berbasis kemitraan, serta peningkatan
kesadaran hukum dan transparansi dari pihak perusahaan. Dengan demikian,
perlindungan hukum yang adil dan berkeadilan dapat diwujudkan bagi para mitra
pengemudi Gojek di Kabupaten Bantul.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengemudi Gojek, Pesanan Fiktif,
Kemitraan,



ABSTRACT

The rapid development of digital technology has significantly transformed
the working system and transportation services in society, particularly through
the emergence of online applications such as Gojek. Although this digital platform
offers convenience, it also brings various legal challenges, one of which is the
practice of fake orders, which often causes losses for drivers. This issue is
essential to examine, especially in the context of legal protection for Gojek drivers
in Bantul Regency, who frequently become victims of such harmful practices. This
research aims to analyze the form of legal protection for Gojek drivers against
fake orders and to identify the obstacles and factors that influence the
effectiveness of such protection.

The study applies an empirical juridical method with statutory,
conceptual, and case approaches. Data were collected through interviews with
Gojek drivers in Bantul Regency and a literature review of Law Number 20 of
2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMES). The data were
analyzed qualitatively using the theory of legal protection (Philipus M. Hadjon)
and the theory of partnership as analytical frameworks.

The findings reveal that legal protection for Gojek drivers who experience
fake orders has not been effectively implemented. Although, in principle, drivers
are classified as micro-entrepreneurs entitled to protection and empowerment,
the company’s protection mechanisms remain administrative, provided through
features such as Lapor Ofik and GoShield. These mechanisms do not yet ensure
adequate legal certainty or compensation for the drivers’ actual losses. The main
obstacles include the imbalance of partnership relations, weak consumer
verification systems, low legal awareness among drivers, and the absence of
specific regulations addressing the protection of digital-based micro-
entrepreneurs such as online drivers. In conclusion, legal protection for Gojek
drivers in cases of fake orders remains normative rather than substantive. Active
government involvement is required to establish specific regulations that protect
digital micro-entrepreneurs. Additionally, the company must enhance
transparency and accountability in handling fake order cases. Strengthening
drivers’ legal awareness is also essential to achieve fair and equitable legal
protection for Gojek partners in Bantul Regency.

Keywords: Legal Protection, Gojek Drivers, Fake Orders, Partnership,
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi adalah pemindahan suatu benda dan orang dari suatu
tempat asal ke suatu tempat tujuan ataupun sebaliknya, maka dalam kegiatan
tersebut terdapat tiga hal kegiatan, yaitu yang pertama adanya muatan yang
diangkut, yang kedua tersedianya kendaraan sebagai alat angkut dan
transportasi, dan yang ketiga terdapatnya jalan yang dapat dilalui. Di
Indonesia sendiri ada beberapa alat transportasi yang dapat digunakan, yaitu
transportasi darat, udara, dan laut. Melihat begitu sangat dibutuhkan dan
pentingnya peran transportasi dalam kehidupan sehari-hari dan munculnya
transportasi berbasis online.*

Salah satu contoh perusahaan yang bergerak di bidang layanan
transportasi online adalah PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang lebih
sering dikenal dengan sebutan Gojek. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa ini
lahir di Jakarta yang didirikan pada tanggal 13 Oktober 2010 oleh Nadiem
Makarim, Kevin Aluwi, dan Michaelangelo Moran, yang gagasan
pendiriannya muncul dari pengalaman pribadi salah satu pendiri, yaitu
Nadiem Makarim yang menggunakan Transportasi taksi sepeda motor hampir
setiap hari untuk menembus kemacetan. Sebagai orang yang sering

menggunakan transportasi taksi sepeda motor, Nadem melihat bahwa

! Dian Aditya Arif, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Driver Gojek Dalam
Transaksi Online Orderan Fiktif”, Jurnal Dinamika, Vol. 28 Nomor 17, Juli Tahun 2022, him. 1-2.



sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanya menunggu
penumpang. Bahkan, menurutnya, pengemudi ojek akan mendapatkan
penghasilan yang layak jika banyak penumpang yang memesan order.
Pengalamannya, Nadiem Makarim melihat kesempatan ini untuk
menciptakan layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan
pengemudi ojek.?

Di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai permasalahan hukum
baru yang tidak terhindarkan, salah satunya adalah praktik order fiktif. order
fiktif adalah pemesanan layanan oleh seseorang secara sengaja tanpa niat
untuk menggunakan layanan tersebut. Akibatnya, pengemudi sebagai pihak
yang telah menerima order mengalami kerugian secara langsung, baik dari
segi biaya operasional seperti bahan bakar dan waktu, maupun secara
psikologis karena dapat berdampak pada reputasi akun mereka yang
berpotensi diblokir oleh sistem otomatis milik perusahaan.?

Contoh kasus dari Harian Jogja: Kasus pesanan fiktif yang merugikan
mitra pengemudi ojek online (ojol) tidak hanya menjadi isu individu, tetapi
juga mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem perlindungan hukum
dan teknologi yang digunakan. Salah satu contoh nyata terjadi di Kabupaten
Bantul pada 15 September 2022, ketika seorang pengemudi ojol bernama

Fahmi menjadi korban penipuan pesanan fiktif. Fahmi menerima pesanan

2 1bid, him. 2.

3 https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/11/17/511/1118002/puluhan-ojol-di-

bantul-jadi-korban-orderan-fiktif-begini-modusnya. Diakses pada 9 Desember 2024, pukul 16.01

WIB
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kosmetik senilai Rp210.000 dengan sistem pembayaran tunai (COD). Setelah
mengantar barang ke alamat yang dicantumkan, ia mendapati bahwa nama
penerima dan alamat tersebut tidak valid.*

Setelah penyelidikan dilakukan, pelaku penipuan, seorang mahasiswa
berinisial DA (23), teridentifikasi menggunakan modus berpura-pura menjadi
penjual untuk membuat pesanan palsu. Akibat perbuatannya, sebanyak 26
pengemudi ojol mengalami kerugian total senilai Rp6,9 juta. Meski kasus ini
akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan dengan pelaku mengganti
kerugian, peristiwa ini menimbulkan keprihatinan mendalam akan
perlindungan hukum bagi mitra pengemudi.>

Pengemudi Gojek pada dasarnya bukanlah karyawan tetap perusahaan,
melainkan pihak independen yang bekerja berdasarkan sistem kemitraan.
Dengan demikian, posisi hukum pengemudi Gojek adalah sebagai pelaku
usaha mandiri yang menjalankan aktivitas ekonomi secara individual. Dalam
hal ini, pengemudi Gojek dapat dikategorikan sebagai pelaku Usaha Mikro
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yakni usaha produktif
milik perseorangan dengan kriteria tertentu mengenai jumlah aset dan omzet.®

Dalam Pasal 6 huruf a Undang-undang UMKM, secara jelas dinyatakan

* 1bid.
% Ibid.

¢ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah, Pasal 1 angka 1.



bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan
terhadap pelaku UMKM dari praktik usaha yang tidak sehat. Artinya, praktik
order fiktif yang merugikan pengemudi Gojek semestinya dapat
dikategorikan sebagai bentuk gangguan terhadap pelaku usaha mikro dan
karenanya berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara.
Perlindungan ini penting agar pelaku usaha seperti pengemudi tidak menjadi
korban penyalahgunaan sistem oleh konsumen yang tidak bertanggung
jawab.’

Perkembangan transportasi berbasis online yang semakin pesat, apalagi
mitra atau pengemudi seperti kendaraan bermotor telah menjadi pilihan
angkutan dan pengantaran barang bagi sebagian masyarakat karena
efisiendalam kegiatanya. Namun di sisi lain, penggunaan sistem teknologi
pada transportasi berbasis online menjadi jasa angkutan lebih efisien untuk
digunakan. Maka untuk memudahkan dalam mengakses hal tersebut maka
pemesanan secara online dapat diakses melalui ponsel pintar atau smartphone.
Salah satu layanan transportasi berbasis online yang sudah dikenal dikalangan
masyarakat yakni Gojek.®

Namun pada kenyataannya, belum banyak regulasi yang secara langsung
memberikan perlindungan konkret terhadap pengemudi Gojek ketika menjadi

korban order fiktif. Di sisi lain, pihak aplikator atau perusahaan cenderung

7 Ibid., Pasal 6 huruf a.

8 Faldi Rumasoreng, dkk, Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Online Yang Mengalami

Kerugian Akibat Orderan Fiktif Pada Layanan GrabFood, Volume 1 Nomor 2 Desember, 2023, him.
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menyerahkan tanggung jawab pada sistem dan menyatakan bahwa order fiktif
adalah risiko yang melekat pada pekerjaan pengemudi. Padahal, jika merujuk
pada prinsip perlindungan usaha mikro, negara seharusnya hadir untuk
memberikan kejelasan hukum dan mekanisme perlindungan bagi pengemudi
sebagai pelaku UMKM.®

Perkembangan teknologi dapat membantu perusahaan untuk
meningkatkan serta melakukan oprasional dalam menjalankan bisnisnya
namun juga berdampak besar bagi aspek kehidupan termasuk dalam dunia
bisnis. Maka dari itu disetiap negara mulai muncul suatu transportasi yang
berbasi online seperti halnya di Indonesia. Pada dasarnya transportasi yang
berbasis online ini merupakan transportasi yang dapat digunakan oleh semua
warga dengan cara mengunduh aplikasi transportasi online tersebut dengan
telepon pintar dengan sistem operasi los dan Android. Pada aplikasi ini dapat
sangat membantu masyarakat untuk melakukan aktivitas keseharian dan dapat
memesan suatu jasa yang telah tersedia. Transportasi online salah satunya
yaitu Go-Jek, Go-Jek adalah suatu perusahaan penyedia layanan jasa ojek
secara online dengan menggunakan aplikasi dan awal mulainya dimulai pada
layanan pemesanan ojek melalui call-center pada tahun 2010. Di awal tahun
2015, Go-Jek bertumbuh cepat setelah mengeluarkan beberapa layanan

melalui aplikasi, ada 3 yaitu GoRide, GoSend, dan GoMart.*°

® Ramadhan, A. (2020). Perlindungan Hukum UMKM dalam Ekonomi Digital.
Yogyakarta: Deepublish, him. 101.

10 Erwin Setiawan, Perlindungan Konsumen Terhadap Driver Ojek Online Dalam
Mendapatkan Orderan Fiktif Aplikasi Go-Jek Atas Pesanan Go-Food Di Kota Surabaya, Jurnal
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Salah satu layanan seperti Go-Food merupakan layanan pesan dan antar
makanan melalui aplikasi yang telah di pilih oleh konsumen melalui aplikasi
GoJek yang telah diunduh. Layanan ini dipilih konsumen karena dapat
memesankan dan mengantarkan di tempat tujuan sesuai yang di inginkan oleh
konsumen, jadi membuat mudah, efisien dalam segi waktu dan juga harga
menu yang diinginkan sudah tercantum di dalam layanan tersebut serta
sampai pada harga jasa pengiriman pun tercantum disitu.!*

Sesungguhnya dengan adanya layanan pemesanan antar makanan atau
Gofood dalam aplikasi Gojek sangatlah mempermudah para konsumen yang
tidak bisa membeli makanan dikarenakan restaurant jauh dan tidak memiliki
layanan antar pesanan, Akan tetapi, pada saat melakukan pekerjaannya
sebagai mitra, tidak jarang pihak pengemudi mengalami kerugian terutama
Ketika transaksi tunai (non gopay). Hal ini dikarenakan adanya pemesanan
fiktif yang disebabkan konsumen yang tidak bertanggung jawab atau bahkan
akun palsu yang ketika memakai aplikasi Gojek di dalam layanan Gofood,
dan kemudian memberikan alamat tujuan palsu kepada pengemudi, tentu saja
hal ini menimbulkan kerugian pada pengemudi karena system pembayaran
dalam layanan tersebut dibebankan kepada pengemudi karena system
pembayaran makanan yang di pesan menggunakan tunai, atau non gopay,

baru kemudian diantar menuju alamat yang dicantumkan oleh konsumen

Skripsi, him. 2.

1 bid.



pengguna jasa.'?

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun, mengkaji
dan meneliti kedalam skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PENGEMUDI GOJEK ATAS PRAKTIK PESANAN

FIKTIF DI KABUPATEN BANTUL”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun membuat rumusan masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengemudi Go-Jek yang
mendapatkan order fiktif ?
2. Bagaimana kendala dan faktor yang mempengaruhi perlindungan

pengendara GO JEK yang mengalami pesanan fiktif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, adapun tujuan
yang dicapai dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengemudi GOJEK

yang mendapatkan order fiktif.

12 Dian Aditya Arif, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Driver Gojek Dalam
Transaksi Online Orderan Fiktif, Jurnal Dinamika, Volume 28 Nomor 17 Bulan Juli Tahun 2022,
him. 2.



b. Untuk mengetahui kendala dan faktor yang mempengaruhi
perlindungan hukm pengendara GOJEK yang mengalami pesanan

fiktif

2. Kegunaan

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum
perlindungan konsumen dan hukum bisnis digital. Dengan adanya
penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan akademik terkait
perlindungan hukum bagi pengemudi transportasi online, khususnya
dalam menghadapi permasalahan pesanan fiktif. Selain itu, penelitian
ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan
dengan hukum perlindungan bagi mitra pengemudi dalam ekonomi
berbasis digital.

b. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengguna
layanan transportasi online agar lebih memahami hak dan kewajiban
mereka dalam menggunakan aplikasi transportasi online. Dengan
meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan praktik-

praktik merugikan seperti pesanan fiktif dapat diminimalisir.

D. Telaah Pustaka
Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian yang membahas

subjek yang sama dengan memahami topik pembahasan, mengidentifikasi



celah pengetahuan, dan membangun dasar konsep teoritis bagi penelitian yang
akan diadakan. Setelah peneliti melakukan penelusuran dalam berbagai
literatur terkait dengan tema “Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi atas
Praktek Pesanan Fiktif Pada Aplikasi GoJek di Kabupaten Bantul” peneliti
menemukan beberapa karya tulis yang memiliki variabel tema serupa, namun
secara spesifik memiliki perbedaan.

Pertama, adalah jurnal yang berjudul “Upaya Perlindungan Bagi Mitra
Pengemudi Gojek Yang Dirugikan Akibat Orderan Fiktif Pada Layanan
Gofood Dan Gomart” yang ditulis oleh Windy Juli Astuti Ningtyas, Miko
Aditiya Suharto. Berdasarkan kesimpulan jurnal dari penulis, bahwa PT Gojek
Indonesia telah berupaya melindungi mitra pengemudi dari pemesanan fiktif
dengan menghadirkan fitur Go Shield dan Lapor Order Fiktif serta memberikan
ganti rugi melalui prosedur klaim. Namun, upaya ini dinilai belum efektif,
sehingga mitra pengemudi masih merasa kurang terlindungi. Pemesanan fiktif
tetap menjadi ancaman, terutama dalam layanan GoFood dan GoMart.
Penyelesaian kasus ini dapat dilakukan melalui upaya non-litigasi, seperti
pelaporan ke Gojek untuk pembekuan akun pelaku, atau melalui upaya litigasi
dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pemesanan fiktif dianggap
melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan mitra pengemudi
yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami.'®

Persamaan Sama-sama menempatkan pengemudi sebagai pihak yang dirugikan

13 Windy Juli Astuti Ningtyas dan Miko Aditiya Suharto, Upaya Perlindungan Bagi Mitra
Driver Gojek Yang Dirugikan Akibat Orderan Fiktif Pada Layanan Gofood Dan Gomart, Journal
of Social Community, Vol. 9 Nomor 1 Juni 2024, him. 126-127.



akibat lemahnya sistem verifikasi konsumen, sehingga risiko order fiktif secara
struktural dibebankan kepada pengemudi. Perbedaannya Jurnal tersebut belum
secara eksplisit mengkaji kewajiban negara, sedangkan penelitian saya
menegaskan absennya regulasi khusus sebagai faktor utama lemahnya
perlindungan hukum substantif.

Kedua, adalah skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap
pengemudi Ojek Online Dalam Mendapatkan Orderan Fiktif Aplikasi Go-Jek
Atas Pesanan Go-Food Di Kota Surabaya” yang ditulis oleh Erwin Setiawan,
berdasarkan kesimpulan skripsi dari penulis, bahwa dalam kasus pemesanan
fiktif di layanan Go-Food, konsumen tidak memiliki itikad baik, sehingga
merugikan mitra pengemudi. PT Gojek Indonesia tidak memiliki klausul dalam
perjanjian yang mewajibkan mereka bertanggung jawab atas kerugian mitra,
namun berdasarkan hukum perdata, mereka tetap memiliki kewajiban untuk
mengatasi kelalaian yang memungkinkan terjadinya order fiktif. Sebagai
bentuk pertanggungjawaban, PT Gojek Indonesia memberikan ganti rugi
kepada mitra yang dirugikan dan terus memperbaiki sistem keamanan aplikasi
untuk mencegah terjadinya pemesanan fiktif di masa mendatang.'* Persamaan,
menegaskan bahwa order fiktif lahir dari tidak adanya itikad baik konsumen,
sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi pengemudi. Perbedaan, Skripsi
Erwin Setiawan memposisikan pengemudi sebagai objek perlindungan

konsumen, sehingga fokus utamanya adalah penerapan Undang-undang

14 Erwin Setiawan, Perlindungan Konsumen Terhadap Driver Ojek Online Dalam
Mendapatkan Orderan Fiktif Aplikasi Go-Jek Atas Pesanan Go-Food Di Kota Surabaya, skripsi
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, tahun 2021, him. 55-56.
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Perlindungan Konsumen dan tanggung jawab perdata PT Gojek. Sedangkan
Penelitian saya memposisikan pengemudi sebagai pelaku UMKM dalam
hubungan kemitraan digital, sehingga perlindungan tidak hanya dibebankan
pada mekanisme perdata, tetapi juga pada kewajiban negara berdasarkan
Undang-undang UMKM.

Ketiga, adalah jurnal berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Mitra
Gojek Atas Tindakan Konsumen Yang Melakukan order Fiktif Go-Shop” yang
ditulis olenh Putu Mahendra Wijaya, Ida Ayu Sukihana, berdasarkan
kesimpulan jurnal dari penulis bahwa perlindungan hukum bagi mitra GOJEK
terhadap order fiktif Go-Shop masih belum optimal. Meskipun Pasal 1267
KUHPer memberikan perlindungan, perjanjian elektronik (e-contract) antara
PT. GOJEK, AKAB, dan mitra GOJEK mengandung klausul baku yang
melindungi PT. GOJEK dari tanggung jawab penuh atas order fiktif, meskipun
ini bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Pemerintah
diharapkan segera menyediakan payung hukum bagi mitra GOJEK serta PT.
GOJEK perlu merevisi klausula perjanjian agar mitra mendapatkan kepastian
hukum dan perlindungan yang lebih baik dari kerugian akibat order fiktif.?®
Persamaannya bahwa kerugian pengemudi tidak dapat dibebankan sepenuhnya
kepada pengemudi, karena terdapat peran sistem dan kebijakan perusahaan.
Perbedaan, Jurnal Putu Mahendra Wijaya dkk. berfokus pada analisis

perjanjian elektronik dan klausula baku, dengan tolak ukur utama Pasal 1267

15 Putu Mahendra Wijaya, lda Ayu Sukihana, Perlindungan Hukum Terhadap Mitra
Gojek Atas Tindakan Konsumen Yang Melakukan Orderan Fiktif Go-Shop, Jurnal Kertha Negara
Vol. 9. No. 2. Tahun 2021, him. 127.
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KUHPerdata dan Undang-undang Perlindungan Konsumen, sedangkan
penelitian saya menempatkan pengemudi sebagai pelaku UMKM dalam
hubungan kemitraan, sehingga landasan perlindungan diperluas ke Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Keempat, jurnal berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pengemudi
Maxim Akibat Pemesanan order Fiktif/Penipuan Food and Goods and Delivery
dengan Pembayaran COD pada Minimarket Kepada Costumer di Wilayah Kota
Kupang” yang ditulis oleh Beda Soedrio, Rudepel Petrus Leo, Deddy R. Ch.
Manafe, berdasarkan kesimpulan jurnal dari penulis bahwa Perusahaan Maxim
di Kota Kupang tidak memberikan pertanggungjawaban langsung kepada
pengemudi yang mengalami order fiktif, namun memberikan himbauan
melalui notifikasi di aplikasi tanpa menjatuhkan sanksi berupa pengurangan
skor. Jika akun pengemudi diblokir akibat order fiktif, perusahaan dapat
memulihkannya dalam waktu maksimal satu bulan setelah laporan terbukti
valid. Selain itu, perusahaan juga mengembalikan skor rating pengemudi yang
terdampak. Sepanjang tahun 2023, Polresta Kupang Kota belum menerima
laporan terkait kasus order fiktif di aplikasi Maxim, namun tetap melakukan
tindakan pre-emtif dan preventif untuk mencegah terjadinya penipuan.®
Persamaan, sama-sama menemukan bahwa perlindungan yang diberikan

perusahaan aplikator belum memberikan perlindungan hukum substantif

16 Beda Soedrio, dkk, Perlindungan Hukum terhadap Driver Maxim Akibat Pemesanan
Orderan Fiktif/Penipuan Food And Goods And Delivery Dengan Pembayaran COD Pada
Minimarket Kepada Costumer Di Wilayah Kota Kupang, Jurnal Hukum, Politik Dan IImu Sosial,
Vol. 3, No. 3, September 2024, him. 230.
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kepada pengemudi. Perbedaan, jurnal tersebut menyimpulkan bahwa
pemulihan akun dan pengembalian rating dianggap cukup sebagai bentuk
perlindungan. Sedangkan penelitian saya adalah bahwa perlindungan
administratif semata tidak memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfaatan, karena tidak menutup kerugian ekonomi pengemudi.

Kelima, berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Pengemudi
Gojek Dalam Transaksi Online order Fiktif Hubungan Hukum Antara PT.
Gojek dan Mitra Driver Bersifat Kemitraan” yang ditulis oleh Dian Aditya
Arif, Rahmatul Hidayati, Hisbul Luthfi Ashsyarofi, bahwasannya
perjanjiannya adalah perjanjian kemitraan, bukan perjanjian kerja. Sementara
itu, hubungan antara PT. Gojek dan konsumen merupakan perjanjian pengguna
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Kerugian
yang dialami pengemudi akibat order fiktif disebabkan oleh manipulasi
informasi lokasi oleh pelaku. Tindakan ini termasuk dalam tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-undang ITE Nomor 19 Tahun
2016. Penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase dan
mediasi. Pelaku order fiktif dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 35 dan
Pasal 51 Ayat 1 Undang-undang ITE Nomor 19 Tahun 2016. PT. Gojek juga
menerapkan sanksi berupa pembekuan akun atau suspend bagi konsumen yang
terbukti melakukan order fiktif sesuai dengan Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang

ITE.Y Persamaan, sama-sama menegaskan bahwa hubungan hukum antara PT

7 Dian Aditya Arif, Rahmatul Hidayati, Hisbul Luthfi Ashsyarofi, Perlindungan Hukum
Terhadap Mitra Driver Gojek Dalam Transaksi Online Orderan Fiktif, Jurnal Dinamika, VVol, 28 No,
17, Juli 2022, him. 10-11.
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Gojek dan pengemudi adalah hubungan kemitraan, bukan hubungan kerja,
sehingga tidak melahirkan hak-hak ketenagakerjaan. Perbedaan, Jurnal Dian
Aditya Arif dkk. cenderung melihat order fiktif sebagai perilaku menyimpang
individu konsumen. Sedangkan penelitian saya melihat order fiktif sebagai
masalah struktural dalam kemitraan digital, yang diperparah oleh lemahnya

sistem verifikasi, klausula baku, dan minimnya intervensi negara.

E. Kerangka Teori
1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan
terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan
ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam hubungan antara rakyat dan
pemerintah. Perlindungan hukum ini lahir dari konsepsi negara hukum
(rechtsstaat), yang menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan

negara agar tidak merugikan warga negara secara tidak adil.!8
Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam dua
bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum
represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya
sengketa. Dalam perlindungan ini, rakyat diberi kesempatan untuk

mengajukan keberatan, pendapat, atau tanggapan sebelum suatu keputusan

18 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Bina Iimu,
Surabaya, 1987, him. 25.
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pemerintah menjadi final dan mengikat. Mekanisme ini mencerminkan
prinsip kehati-hatian pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan.®

Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk
menyelesaikan sengketa setelah terjadinya pelanggaran hak atau kerugian
bagi rakyat. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui lembaga
peradilan, Kkhususnya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta
mekanisme upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
Perlindungan represif berfungsi sebagai sarana koreksi terhadap tindakan
pemerintah yang melanggar hukum atau asas-asas umum pemerintahan
yang baik (AUPB).%

Lebih lanjut, teori Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa
perlindungan hukum tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial,
yakni menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi rakyat.
Dengan demikian, perlindungan hukum harus mampu menempatkan rakyat
sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sekadar objek kekuasaan negara.
Teori ini hingga kini menjadi rujukan utama dalam kajian perlindungan
hukum terhadap masyarakat, termasuk dalam hubungan kemitraan,

administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik.?

9 1bid., hIm. 29-30.
20 1bid., hlm. 31-33.

21 Philipus M. Hadjon, dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta, 2011, him. 57.
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Kegunannya sebagai alat perlindungan bagi pihak yang lemah secara
posisi hukum. Teori Philipus M. Hadjon sangat relevan digunakan untuk
melindungi masyarakat, UMKM, pekerja, atau mitra usaha (seperti
pengemudi ojek online) yang berhadapan dengan pihak yang lebih dominan.
Teori ini menegaskan bahwa hukum harus hadir untuk menyeimbangkan
relasi kuasa dan menjamin hak-hak pihak yang lebih lemah.??

2. Teori Perjanjian Kemitraan

Teori perjanjian kemitraan merupakan fondasi utama dalam hukum
perdata yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum berdasarkan
kesepakatan. Dalam sistem hukum Indonesia, teori ini berlandaskan pada
Buku Il Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang
mengatur perikatan. Perjanjian dipandang sebagai sumber utama lahirnya
perikatan selain undang-undang. Melalui teori perjanjian, hukum
memberikan ruang bagi individu untuk secara bebas menentukan isi, bentuk,
dan akibat hukum dari hubungan hukum yang mereka kehendaki, sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa,
kesusilaan, dan ketertiban umum.?®

Pengertian perjanjian secara normatif diatur dalam Pasal 1313
KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

22 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, him.
268-270.

23 Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. ke-21, Jakarta: Intermasa, 2001, him. 1-3.
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lain atau lebih. Meskipun definisi ini sering dikritik karena dianggap terlalu
luas dan tidak sempurna, teori perjanjian tetap menjadikan rumusan tersebut
sebagai titik awal untuk memahami perjanjian sebagai perbuatan hukum
yang bersifat bilateral atau multilateral. Unsur “mengikatkan diri”
menunjukkan adanya kehendak sadar dari para pihak untuk menimbulkan
akibat hukum tertentu.

Dalam teori perjanjian, kehendak (wilsverklaring) memegang
peranan sentral. Kesepakatan para pihak dipahami sebagai pertemuan
kehendak antara penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance). Teori ini
menegaskan bahwa tanpa adanya kesesuaian kehendak yang bebas dari
paksaan, kekhilafan, atau penipuan, suatu perjanjian tidak dapat dianggap
lahir secara sah. Oleh karena itu, teori perjanjian tidak hanya menilai aspek
formal perjanjian, tetapi juga memperhatikan proses terbentuknya kehendak
para pihak.?

Teori perjanjian menjelaskan syarat sahnya perjanjian sebagaimana
diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang meliputi empat unsur utama,
yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.
Kesepakatan dan kecakapan dikategorikan sebagai syarat subjektif karena
berkaitan langsung dengan subjek hukum yang membuat perjanjian.
Sementara itu, objek tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat

objektif karena menyangkut substansi perjanjian. Teori perjanjian

24 R, Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Binacipta, 1987, him. 45-50.

25 J. Satrio, Hukum Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, him. 25-28.
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menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap syarat subjektif mengakibatkan
perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan pelanggaran terhadap syarat objektif
mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.?®

Dalam kerangka teori perjanjian, asas-asas hukum perjanjian
memiliki posisi yang sangat penting. Asas kebebasan Dberkontrak
memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan apakah
mereka akan membuat perjanjian, dengan siapa perjanjian itu dibuat, serta
isi dan bentuk perjanjian tersebut. Namun, kebebasan ini bukan kebebasan
mutlak, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh undang-undang,
kesusilaan, dan ketertiban umum. Pembatasan ini bertujuan untuk
melindungi pihak yang lemah dan menjaga keseimbangan dalam hubungan
hukum.?’

Asas konsensualisme dalam teori perjanjian menyatakan bahwa
perjanjian pada umumnya telah lahir sejak tercapainya kesepakatan para
pihak, tanpa memerlukan formalitas tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa
teori perjanjian menitikberatkan pada substansi kehendak daripada bentuk.
Selanjutnya, asas pacta sunt servanda menegaskan bahwa setiap perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang
membuatnya. Asas ini memberikan kepastian hukum sekaligus menuntut

tanggung jawab para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan sungguh-

% Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2001, him. 32-36.

27 Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, him. 5-7.
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sungguh.?8

Asas itikad baik merupakan salah satu pilar utama dalam teori
perjanjian modern. Itikad baik tidak hanya dimaknai sebagai kejujuran pada
saat perjanjian dibuat, tetapi juga sebagai sikap patut dan adil dalam
melaksanakan perjanjian. Teori perjanjian modern memandang bahwa
pelaksanaan perjanjian tidak boleh semata-mata berpegang pada bunyi
klausul, melainkan juga harus mempertimbangkan kepatutan, keadilan, dan
keseimbangan kepentingan para pihak. Dengan demikian, asas itikad baik
berfungsi sebagai koreksi terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak
yang berlebihan.?®

Teori perjanjian juga berkembang seiring dengan munculnya
bentuk-bentuk perjanjian baru, seperti perjanjian baku dan perjanjian
elektronik. Dalam perjanjian baku, salah satu pihak biasanya berada dalam
posisi dominan dan menentukan klausul secara sepihak. Teori perjanjian
memberikan kerangka analisis untuk menilai keadilan klausul dan
perlindungan bagi pihak yang lemah. Sementara itu, dalam perjanjian
elektronik, teori perjanjian tetap relevan karena unsur kesepakatan,
kecakapan, objek, dan sebab yang halal tetap harus terpenuhi meskipun

media pembentukannya berbeda.*°

28 R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bandung: Mandar Maju, 1989,
him. 14-16.

2 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak
Komersial, Jakarta: Kencana, 2010, him. 87-90.

%0 Salim HS, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar
Grafika, 2019, him. 12-18.

19



Dengan demikian, teori perjanjian tidak hanya berfungsi sebagai
konsep normatif, tetapi juga sebagai instrumen analitis yang memungkinkan
hukum beradaptasi dengan perkembangan sosial dan ekonomi. Teori ini
menjadi landasan untuk menilai keabsahan perjanjian, menentukan
tanggung jawab hukum para pihak, serta menjaga keseimbangan dan
keadilan dalam hubungan perdata.

Teori perjanjian memiliki kegunaan yang sangat penting dalam
praktik dan kajian hukum perdata. Teori perjanjian berfungsi sebagai
landasan konseptual dalam memahami hakikat hubungan hukum perdata
yang bersumber dari kesepakatan. Melalui teori ini, dapat ditentukan apakah
suatu hubungan hukum memenuhi unsur-unsur perjanjian atau hanya
merupakan perbuatan hukum sepihak.>!

Teori perjanjian kemitraan pada dasarnya memandang hubungan
kemitraan sebagai hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih yang
didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling membutuhkan, saling
mempercayai, dan saling menguntungkan. Dalam teori ini, para pihak tidak
berada dalam hubungan subordinatif (atasan—bawahan), melainkan berdiri
sejajar secara hukum dan ekonomi untuk mencapai tujuan bersama.
Kemitraan lahir dari kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu

perjanjian, sehingga asas kebebasan berkontrak dan itikad baik menjadi

31 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2016, him. 9-11.
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fondasi utamanya.*2

Dalam perspektif hukum bisnis dan hukum perdata, teori kemitraan
menekankan bahwa masing-masing pihak tetap memiliki kemandirian
usaha, baik dalam pengelolaan modal, pengambilan keputusan, maupun
tanggung jawab hukum. Tidak terjadi pengalihan status menjadi hubungan
kerja sebagaimana hubungan industrial, melainkan hubungan kontraktual
yang bersifat koordinatif. Oleh karena itu, risiko, hak, dan kewajiban dibagi
sesuai dengan perjanjian kemitraan yang disepakati.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, teori kemitraan
memperoleh penguatan normatif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Undang-undang
UMKM). Undang-undang tersebut menegaskan bahwa kemitraan
merupakan kerja sama antara UMKM dengan usaha besar yang
dilaksanakan atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai,
memperkuat, dan menguntungkan. Dengan demikian, teori kemitraan tidak
hanya bersifat konseptual, tetapi juga memiliki legitimasi yuridis.®*

Kegunaan utama teori kemitraan adalah sebagai landasan konseptual
untuk membedakan hubungan kemitraan dengan hubungan kerja. Teori ini

membantu menentukan apakah suatu hubungan hukum menimbulkan hak-

32 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. XXI, Intermasa, Jakarta, 2014, him. 1-3.

33 Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2012, him. 85-87.

34 pasal 1 angka 13 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah.
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hak ketenagakerjaan atau hanya melahirkan hak dan kewajiban kontraktual.
Hal ini penting dalam praktik, terutama pada sektor ekonomi digital dan
usaha berbasis platform, agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi hubungan
hukum. %

Selain itu, teori kemitraan berguna sebagai alat analisis dalam
menilai keadilan dan keseimbangan perjanjian kemitraan. Melalui teori ini,
dapat diuji apakah perjanjian benar-benar mencerminkan prinsip kesetaraan
dan saling menguntungkan, atau justru mengandung ketimpangan posisi
tawar yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, teori kemitraan
berfungsi sebagai dasar evaluasi perlindungan hukum bagi para mitra.3®

Kegunaan berikutnya adalah sebagai pedoman pembentukan
kebijakan dan regulasi. Teori kemitraan menjadi rujukan bagi pembentuk
undang-undang dan pemerintah dalam merancang aturan yang mendorong
kerja sama usaha tanpa menimbulkan eksploitasi. Dalam konteks UMKM,
teori ini berperan penting untuk memastikan bahwa kemitraan tidak menjadi
sarana penguasaan usaha kecil oleh usaha yang lebih besar, melainkan

sebagai sarana pemberdayaan ekonomi.®’

35 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta,
2019, him. 42-44.

% 1bid.

37 Sudaryatmo, Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1999, him. 67.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian untuk menyusun skripsi ini adalah dengan field research
atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan menjadikan data yang
didapatkan oleh penyusun ketika berada di lapangan sebagai sumber data
utama dalam menyusun skripsi ini.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat analisis data yaitu menganalisa dengan menggunakan
data dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh penyusun
kepada pihak-pihak terkait khususnya pengemudi go-jek yang pernah
mengalami pesanan fiktif.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis
dan Empiris. Berupa pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku
dalam masyarakat.
4. Sumber Data
a. Data Primer
Sumber data primer berasal dari data yang didapatkan melalui
wawancara ataupun dokumentasi selama berada di lapangan guna
mendapatkan data yang berkaitan dengan rumusan masalah skripsi.
Wawancara dengan pengemudi go-jek yang terkena pesanan fiktif
merupakan salah satu bentuk data primer dalam menyusun skripsi ini.

b. Data Sekunder
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Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung dan
melengkapi sumber primer, berupa peraturan perundang-undangan yaitu
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah, buku, jurnal, dan dokumentasi yang berkaitan dalam
penyusunan skripsi.

5. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer dalam
penyusun skripsi ini. Teknik dalam wawancara tidak luput dari 5W+1H
(what, why, who, where, when dan how ). Wawancara di dasarkan kepada
narasumber yaitu para pengemudi Go-jek yang pernah mengalami
pesanan fiktif dan pihak Go-jek di Kabupaten Bantul

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh sebagian data primer
dengan mempelajari bahan hukum, jurnal, serta buku-buku yang
berkaitan dengan penelitian.

6. Metode Analisis Data
Data yang diperolen dan terkumpul dari penelitian terkait
permasalahan yang diteliti terkait permasalahan yang diteliti kemudian
dianalisis dengan cara kualitatif dan dianalisis dengan cara kualitatif dan

dianalisa menggunakan metode berpikir deduktif.
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G. Sistematika Pembahasan
Penelitian ini disusun dalam kerangka penelitian yang terbagi menjadi 5 (lima)
bab, yakni sebagi berikut:

Bab pertama membahas tentang pendahuluan, yang terdiri latar
belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas berisi tinjauan umum tentang perlindungan
hukum, tinjauan umum tentang tujuan hukum terhadap pengemudi go-jek,
tinjauan terkait pesanan fiktif beserta sub babnya terkait peraturan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM).

Bab ketiga yakni mengenai temuan data dilapangan terkait pesanan fiktif
yang dialami pengemudi go-jek di Bantul dan bentuk-bentuk perlindungan.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibagi
menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama membahas perlindungan hukum
terhadap pengemudi Go-Jek yang mendapatkan order fiktif. Sub bab kedua
menjelaskan mengenai kendala yang menghabat perlindungan pengendara GO
JEK yang mengalami pesanan fiktif.

Bab kelima berisi kesimpulan dari pemaparan penelitian beserta saran
yang apabila diperlukan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pembelajaran

bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik pesanan fiktif pada aplikasi Gojek di Kabupaten Bantul merupakan
bentuk penyalahgunaan sistem aplikasi yang menimbulkan kerugian bagi
pengemudi, baik secara materiil maupun non-materiil seperti kerugian biaya
operasional, waktu, dan tenaga. Dalam hubungan hukum antara perusahaan
dan pengemudi, pengemudi diposisikan sebagai mitra yang secara yuridis
dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha mikro sehingga berhak memperoleh
perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya perlindungan yang diberikan
oleh perusahaan masih bersifat administratif melalui fitur seperti Lapor Ofik
dan GosShield, sehingga belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum
maupun kompensasi yang sebanding dengan kerugian yang dialami
pengemudi. Selain itu, perlindungan hukum terhadap pengemudi juga belum
berjalan optimal karena adanya beberapa kendala, antara lain ketimpangan
hubungan kemitraan antara perusahaan dan pengemudi, lemahnya sistem
verifikasi konsumen, rendahnya kesadaran hukum pengemudi, serta belum
adanya regulasi khusus yang mengatur perlindungan pelaku usaha digital
seperti pengemudi transportasi online. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif
pemerintah dalam membentuk regulasi yang lebih jelas serta peningkatan
tanggung jawab perusahaan agar tercipta perlindungan hukum yang lebih adil

bagi pengemudi Gojek.
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B. Saran
1. Bagi Pemerintah
Pemerintah pusat maupun daerah secara khusus mengatur perlindungan bagi
pelaku usaha mikro berbasis digital, termasuk pengemudi ojek online.
Pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Bantul, perlu menginisiasi
Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati yang menegaskan posisi
hukum pengemudi Gojek sebagai pelaku usaha mikro sekaligus mitra digital
yang berhak atas perlindungan, jaminan kerja yang layak, serta mekanisme
pengaduan terhadap praktik order fiktif. Selain itu, perlu dibentuk lembaga
atau unit pelayanan hukum bagi pelaku UMKM digital untuk memudahkan
akses keadilan bagi para pengemudi.
2. Bagi Perusahaan Gojek Indonesia

Perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap perlindungan hukum
pengemudi agar lebih adil dan seimbang antara kepentingan perusahaan dan
pengemudi. Klausul baku yang meniadakan tanggung jawab perusahaan
terhadap kerugian akibat order fiktif perlu ditinjau ulang agar sejalan dengan
prinsip kemitraan yang diatur dalam Undang-undang UMKM. PT. Gojek
juga disarankan untuk memperkuat sistem keamanan aplikasi, seperti
verifikasi ganda bagi konsumen, dan menyediakan mekanisme kompensasi
otomatis bagi pengemudi yang mengalami order fiktif, sehingga
perlindungan hukum tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif.

3. Bagi Komunitas dan Mitra Pengemudi Gojek
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Para pengemudi Gojek disarankan untuk lebih meningkatkan kewaspadaan
terhadap potensi pesanan fiktif dengan melakukan verifikasi sederhana
terhadap pesanan yang diterima, seperti memastikan kejelasan alamat tujuan
dan berkomunikasi dengan pelanggan sebelum menuju lokasi.

. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Diperlukan penelitian lanjutan yang menelaah efektivitas implementasi
regulasi kemitraan digital dan tanggung jawab perusahaan dalam konteks
hukum dan UMKM. Penelitian berikutnya juga diharapkan dapat mengkaji
aspek sosiologis dan ekonomi hukum dalam hubungan kerja digital.

. Bagi Konsumen

Konsumen sebagai pengguna layanan diharapkan memiliki kesadaran moral
dan hukum untuk tidak melakukan order fiktif. Kesadaran ini menjadi
bagian penting dalam menciptakan ekosistem digital yang beretika dan

berkeadilan.
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